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ABSTRACT
Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Bkj bahwa Terdakwa Jikel Fujiama Als Jikel Bin Rahim telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan pesetubuhan dengannya sebagaimana
dalam dakwaan subsidair. Dalam putusan tersebut, terdakwa mengajak korban untuk ikut ke medan dengan tujuan mencari
pekerjaan. Sesampainya disana sebelum melakukan persetubuhan terdakwa mengancam korban tidak boleh pulang ke rumah dan
akan membunuh keluarga korban jika tidak bersedia dinikahi, pekerjaan tidak dicari dan terdakwa mengetahui korban berumur 16
tahun. Maka terjadilah eksploitasi terhadap korban yaitu anak. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 2 dan 17
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga surat dakwaan tidak
memenuhi unsur materil yaitu tidak cermat yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b dan hakim belum memenuhi tujuan hukum
yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap korban anak yang harus banyak diperhatikan lagi. 
Penulisan Studi Kasus ini bertujuan untuk menjelaskan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang belum memenuhi Pasal 143 ayat
2 huruf b dari syarat materil yaitu tidak cermat dalam menetapkan dasar hukum dan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan
hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Bkj yang belum memenuhi tujuan hukum terhadap terdakwa.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Data penelitian yuridis normatif
berupa data kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi Pasal 143 ayat 2 huruf b yaitu syarat materil
sehingga surat dakwaan tidak cermat dan telah terjadi unsur eksploitasi terhadap korban yaitu anak  yang masih berumur 16 tahun
maka seharusnya JPU menerapkan Pasal 2 dan 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang dan hakim dinilai belum mempertimbangkan tujuan hukum terhadap korban dan tidak memberikan
perlindungan berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.
Disarankan kepada JPU harus cermat dan teliti dalam menetapkan dasar hukum pada surat dakwaan dan Majelis Hakim harus
memenuhi tujuan hukum dan memperhatikan atau memberikan perlindungan terhadap korban terutama anak.
